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PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2021/MS.Sus

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut antara:

PEMOHON, Kota Subulussalam. Dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada Muhammad Safar, S.Sy, CPCLE.
Advokat/Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum “Law Firm M'D-S & Partner” yang berkantor
di Komplek Perumahan Irada Indah No. 5 Blok D,
Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi
Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei
2021, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;
melawan
TERMOHON, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut
sebagai “Termohon”;
Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2021,
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Kota
Subulussalam dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2021/MS.Sus yang
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2018 telah dilangsungkan

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
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Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Buku Akta Nikah No. XXXX/XXX/XIXXXX tertanggal 03 Januari
2018 15 Rabi'ul Tsani 1439 H;

2. Bahwa status Pemohon sewaktu melangsungkan perkawinan
adalah status jejaka, sedangkan status Termohon adalah perawan;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan  Termohon
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa;

4, Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah kediaman orang tua Pemohon selama Lima bulan dari tanggal
Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas sampai dengan Bulan
Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang beralamat Dusun Rahmah
Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

5. Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon
dan Termohon Pindah rumah lagi ke rumah kontrakan dan memilih
tempat rumah kediaman Bersama terakhir antara Pemohon dan
Termohon yang beralamat Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat
Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

6. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama li Pradita, Tanggal lahir 25 Januari 2019, Jenis
kelamin Perempuan, saat ini berumur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah
tangga dengan Termohon hanya berlangsung 1 (Satu) Tahun 8
(Delapan) Bulan, karena sejak bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan
Belas ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang
penyebabnya antara lain Termohon sering keluar rumah tanpa ijin suami,
Termohon sering marah-marah tidak jelas, Termohon sering telfonan
dengan mantan Termohon dan Termohon menjalani hubungan dengan

pria lain;
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8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada
bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas antara Pemohon dan
Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Agustus tahun Dua
Ribu Sembilan Belas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon
dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama antara
Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan
Belas ke rumah orang tua Termohon;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon
sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana
maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus
karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan
Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon
atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin
hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan
permohonan cerai talak ini dikabulkan;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-
AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Mahkamah
Syar’iyah Kota Subulussalam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar
talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan
Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan
Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon
kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Subulussalam untuk berkenan menerima,
memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam setelah putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar’iyah Kota
Subulussalam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak
kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal
Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat
pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat
dalam daftar yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim perpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon
hadir beserta Kuasa Hukumnya secara langsung di persidangan, sedangkan
Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau
kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan
patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar’iyah Kota
Subulussalam;

Bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak
dapat dilaksanakan, meskipun demikian setiap persidangan Majelis Hakim
selalu berusaha menasehati Pemohon serta memberikan saran-saran agar
rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap
dipertahankan Pemohon;
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Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon
tidak dapat didengar jawabannya;
Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-daliinya Pemohon telah
menyampaikan bukti tertulis berupa:
A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/X/XXXX atas
nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh
tanggal 3 Januari 2018, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen
serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh
Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor
L1IXXXXXIXXXXXXX tanggal 12 Oktober 2018, fotokopi tersebut telah
diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen serta telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi
kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartru Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon
Nomor 1175XXXXXXIXXXXX tanggal 11 Oktober 2018, fotokopi
tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen serta telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua
Majelis diberi kode (Bukti P.3);
Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan
bukti saksi 2 (dua) orang;
B. Saksi;
1. Saksi |, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang
telah menikah pada Januari tahun 2018;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah lajang dan

Termohon adalah gadis;
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 5 bulan,
setelah itu Pemohon dan Termohon mengontrak rumah sebagai
tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan
Termohon hidup rukun, namun pada awal tahun 2019 mulai terjadi
pertengkaran karena Termohon yang tidak menghargai suami dan
masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang merupakan
mantan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon berselisih, namun hanya mendengar cerita dari
Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran dan peselisihan antara Pemohon
dan Termohon terjadi pada Agustus tahun 2019 karena Termohon
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sudah pisah
rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah
pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon
dan Termohon;

2. Saksi Il, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang

telah menikah pada Januari tahun 2018;

- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah jejaka dan
Termohon adalah gadis;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 5 bulan,
setelah itu Pemohon dan Termohon mengontrak rumah sebagai
tempat kediaman bersama;
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- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan
Termohon hidup rukun, namun pada awal tahun 2019 mulai terjadi
pertengkaran karena Termohon yang tidak menghargai Pemohon
sebagai suami dan masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain

yang merupakan mantan pacar Termohon;

- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih

saat dalam mobil, saksi ikut dalam mobil tersebut;

- Bahwa puncak pertengkaran dan peselisihan antara Pemohon
dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 karena
Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan

sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah

diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon
dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan
bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Pemohon
menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa dia
tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk
pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Pemohon
memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan
pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Mahkamah Syar'iyah Kota
Subulussalam memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Pemohon ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan bahwa

Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan tuntunan ajaran
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agama Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan
Agama / Mahkamah Syar’iyah Cq. Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam
berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan
bahwa Pemohon telah menikahi Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/X/XXXX, tertanggal 3 Januari 2018,
belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal
standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal
73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal
132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis
Hakim menilai, petitum Pemohon yang pertama dapat diterima dan dinyatakan
perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaanya di Mahkamah Syar’iyah Kota
Subulussalam;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua),
memohon agar memberikan izin kepadanya untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam,
maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil
sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan
ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak hadir menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, dan tidak ternyata
bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,
maka Termohon dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon,
namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka
berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan
bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan, Pemohon menyatakan
rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2019,
Termohon sering keluar rumah tanpa izin suami, Termohon sering marah-
marah tidak jelas, Termohon sering telfonan dengan mantan Termohon dan
menjalin hubungan dengan pria lain, Termohon pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama dengan Pemohon ke rumah orangtua Termohon, akibatnya
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1
(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena
tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi dan
patut, di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan
dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya
Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Kaidah Ushul figih
yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

6\5 Jb- y ;“:‘o _363 — ,U Vv\g&_.pi" l:’.<p- o §.> g;r_ j.} =

| —

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk
orang dhalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur’an II: 405);

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa
dan diputus tanpa hadirnya Termohon, dan ketidakhadirannya Termohon ke
persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim
bahwa Termohon mengakui semua permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian
(lex spesialis), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti

kepada Pemohon;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawabh ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah,
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dan Termohon
telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan menjelaskan mengenai
catatan kependudukan Pemohon serta hubungan Pemohon dengan Termohon
dalam keluarga, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berhak untuk
mengajukan permohonan cerai talak tersebut (persona standi in yudicio),
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai
ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon, telah dewasa
dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Pemohon, sebagai kakak
kandung Pemohon secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan
sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, sedangkan materiil kesaksian, saksi tidak menyaksikan
langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun
keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan
Pemohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah
rumahnya Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 1 (satu) tahun 10
(sepuluh) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya
Majelis Hakim berkesimpulan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat
materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi
MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa
keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat
hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian
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untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor
285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi
yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi
mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami
istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran
terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut
secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang
dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya
berpisah tempat tinggal (scheiding van tafel en bed) sejak sekitar kurang lebih 1
(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu
bukti nyata akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa / kejadian
dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami

istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa sejak Januari tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon

dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena bertengkar yang

disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai

suami;
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3. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon

sudah hidup pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi dari kediaman

bersama;

4, Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan

damai, namun tidak berhasil;

5. Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak

pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa

antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah

dan telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak;

Bahwa
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang menyebabkan keduanya sudah berpisah tempat
tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga
saat ini dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah
bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)
tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah Subhaanahu Wa ta’ala memerintahkan
kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud.
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Sebaliknya, Allah Subhaanahu Wa ta’ala memerintahkan kepada suami
untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan
tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi
Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah
dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

Dl 56 oMlall ls352 Ols
s0|= o0 _
AL Raoaw
Artinya: “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak,
maka sesungguhnya Allah Subhaanahu Wa Taala Maha mendengar lagi
Maha mengetahui’.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah
tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan
komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling
melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan
berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi
oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan
rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah
perkawinan. Yaitu hilangnya unsur mawaddah dan rahmah sebagai sendi
terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak
satu raji dan walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada
peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah

dalam surat Al-Bagarah ayat 229 yang berbunyi:

3l w9538, IIJLasls 0 ids aMall

-
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Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk
lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik...”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan
sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan
perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam
kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina
bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini
tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar’l / doktrin ulama yang
diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

G]Laa.o..” gAJ.? DY) ,_;J_gl duw Lao]l £
Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus
didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang
membawa manfaat / kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru
dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama / Mahkamah
Syar’iyah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan
Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum primair
angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan
diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan
persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan
kepada Pemohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana Pasal 118 Kompilasi

Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa petitum primair angka 3 (tiga) Pemohon mengenai
penyampaian salinan putusan oleh panitera, berdasarkan SEMA Nomor 1
Tahun 2017 perintah tersebut dalam amar putusan ditiadakan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum
primair angka 4 (empat), Pemohon siap membayar segala biaya yang timbul
selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum angka 4 (empat)
tersebut sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam
proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1
(satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah
Syar’iyah Kota Subulussalam;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 17 Dzulqaida 1442 Hijriyah oleh kami Pahruddin Ritonga,
S.H.l, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan
Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut
oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Hidayatullah, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 15 dari 16 hal Put. No 47/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muhammad Naufal, S.Sy. Pahruddin Ritonga, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.l.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses . Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 300.000,00
Biaya PNBP Panggilan . Rp 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 420.000,00

Halaman 16 dari 16 hal Put. No 47/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



